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Abstract 

In order to provide the protection of the rights of the child, parents are required to provide a proper education 

in accordance with the basic needs of the child. Parents who do not provide a good education to children, 

should be punished in the form of sanctions. In particular, provide criminal sanctions to parents who give 

permission for a child to use the motor vehicle.The type of research that is done is the normatif legal research 

i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include 

primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary.The results of this research indicate that, 

parents who give permission to a child under the age for using a motor vehicle, in fact there has been no 

regulatory or legal norms which provide criminal sanctions to parents on the basis of these actions.  

Keywords: criminal sanctions, parents, child, the motor vehicle.  

 

1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

       Anak adalah buah hati setiap keluarga, 

penerus keturunan, merupakan harta yang tidak 

ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu 

mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh 

harapan karena adanya tahap perkembangan. 

Pendampingan dan pengawasan anak harus 

memperhatikan hak-hak anak, karena anak 

adalah makhluk spesial yang harus di kawal 

dalam pelaksanaan haknya. Hak anak yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 

28B ayat (2) yaitu anak berhak mendapatkan 

perlindungan untuk keberlangsungan hidupnya, 

tahap tumbuh kembangnya dari upaya 

kekerasan dan diskriminasi.  

       Pertanggung jawaban oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat pemerintah dan negara 

merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan 

terus-menerus demi terlindungnya hak-hak 

anak, harus dilaksanakan secara berkelanjutan 

                                                           
1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl1998

dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik fisik, mental maupun 

sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 

diharapkan sebagai penerus bangsa yang 

potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, 

serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 

persatuan  bangsa dan negara.1   

       Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

anak, biasanya disebut dengan kenakalan anak. 

Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan 

perkara yang lazim terjadi. Perilaku anak yang 

tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai 

anak yang cacat sosial dan kemudian 

masyarakat menilai cacat tersebut sebagai 

sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun 

disebut dengan kenakalan.2 

       Kenakalan anak atau junevile delinquency 

intinya adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

bersifat anti sosial.  Pasal 1 butir 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

8/parent/17453, diakses 22 September 2016, pukul 

08.00 WIB 
2Kartini Kartono, 1986, Psikologi Sosial 2 Kenakalan 

Remaja, Rajawali, Jakarta, hlm. 93. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl19988/parent/17453
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl19988/parent/17453
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Pengadilan Anak, mengkualifikasikan 

kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang 

melakukan tindak pidana dan anak yang 

melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, 

baik menurut Peraturan Perundang-Undangan 

maupun menurut peraturan hukum lain yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan.3 

       Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dijelaskan ketentuan bahwa 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin 

Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan 

Bermotor yang dikemudikan.” Fakta yang 

terjadi banyak pengemudi kendaraan bermotor 

adalah anak-anak yang belum cukup umur serta 

tidak memiliki izin mengemudi kendaraan 

bermotor. Kendaraan bermotor pada dasarnya 

memiliki banyak manfaat yang diperoleh yaitu 

dapat mengoptimalkan kinerja manusia, 

menunjang karir, mempercepat jarak waktu 

tempuh perjalanan, sebagai tolok ukur 

keberhasilan, menunjukkan status dari 

pemiliknya, sebagai alat olah raga, prestise dan 

ajang sosial. 

      Banyaknya manfaat dari kendaraan 

bermotor, orang cenderung untuk 

memanfaatkannya dan terkadang lalai akan 

dampak negatif penggunaanya, terlebih pada 

orang tua yang memberikan fasilitas pada anak 

sebagai pengguna kendaraan bermotor. 
Menurut kebanyakan orang tua memfasilitasi 

anak dengan kendaraan bermotor adalah 

sesuatu yang lazim. Orang tua pada prinsipnya 

telah mengesampingkan aturan dan bahaya 

yang mengintai pada diri anak sendiri. 

       Berbagai regulasi telah diberlakukan dalam 

menangani persoalan-persoalan mengenai 

penggunaan kendaraan bermotor yang 

berfungsi untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. Regulasi yang ada 

sampai dengan saat ini dirasakan perlu adanya 

perubahan-perubahan untuk tetap mengikuti 

perkembangan zaman dalam penegakan serta 

                                                           
3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

mencegah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya.  

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

yang dipaparkan penulis ingin mengkaji lebih 

lanjut mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang 

Tua Yang Memberikan Izin Kepada Anak di 

Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor. 

Rumusan Masalah 

       Apakah ada pengaturan yang berkaitan 

dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang 

tua yang memberikan izin kepada anak di 

bawah umur sebagai pengguna kendaraan 

bermotor?pakah ketentuan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat efektif dalam mengatasi penyalahgunaan 

posisi dominan?  

Tujuan Penelitian  

       Tujuan penelitian berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dirumuskan untuk 

mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan 

pemberian sanksi pidana terhadap orang tua 

yang memberikan izin kepada anak di bawah 

umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

         Jenis penelitian hukum yang 

dipergunakan merupakan penelitian hukum 

normatif. Jenis penelitian hukum normatif 

bertitik fokus pada hukum positif berupa 

peraturan perundang-undangan. Penelitian 

hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum 

positif berupa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Terhadap 

Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak 

Pengguna Kedaraan Bermotor. 

       Sumber Data Penelitian hukum normatif 

berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum 

primer berupa Peraturan Perundang-Undangan. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian berupa pendapat hukum yang dapat 

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp, 

diakses 22 September 2016, pukul 08.20 WIB. 

http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp
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diperoleh dari buku, Internet, majalah, hasil 

penelitian orang lain, jurnal. Bahan hukum 

tersier sebagai bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus. 

Metode Pengumpulan Data  

       Jenis penelitian yang diteliti adalah 

penelitian hukum normatif, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan 

mempelajari bahan hukum primer dan 

sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan 

tujuan untuk menunjang wawancara dengan 

para narasumber yaitu dengan cara membaca, 

mempelajari, dan memahami buku-buku 

(literatur), peraturan perundang-undangan, 

jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun 

pendapat para ahli dan narasumber yang erat 

kaitannya dengan materi yang diteliti. 

b. Wawancara dengan narasumber 

       Wawancara dengan narasumber diperlukan 

agar dapat memperoleh data mengenai Sanksi 

Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan 

Izin Pada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor. 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Harsono 

sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dan Iptu. Marija selaku Kanitdikyaksa, Bripka. 

Silvi selaku perwakilan Kanitdikyaksa, Iptu. 

Agus selaku perwakilan Kanitlaka dan Bapak 

Bripka Taufik selaku perwakilan Kanitturjawali 

Polresta Yogyakarta.. 

Analisis Data  

       Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah analisis data secara kualitatif 

terhadap bahan hukum primer yang dilakukan 

dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi 

hukum positif, interpretasi hukum positif, 

menilai hukum positif, dan analisis hukum 

positif 

Proses Berfikir  

       Proses berpikir dalam melakukan 

penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu 

bertolak dari proposisi umum yang 

kebenarannya telah diketahui atau diyakini 

yaitu Peraturan Perundang-Undangan mengenai 

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, 

macam sanksi pidana, anak yang berkonflik 

dengan hukum, syarat-syarat untuk memiliki 

surat izin mengemudi dan berakhir pada 

kesimpulan yang bersifat khusus guna 

menjawab permasalahan tentang Sanksi Pidana 

Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin 

Pada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

       Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dengan judul sanksi pidana terhadap orang tua 

yang memberikan izin kepada anak di bawah 

umur pengguna kendaraan bermotor, 

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dan Kepolisian Resor Kota Besar Daerah Kota 

Yogyakarta, adalah sebagai berikut: 

 

1.  Pengadilan Negeri Yogyakarta 

       Penelitian tentang sanksi pidana 

terhadap orang tua yang memberikan izin 

kepada anak di bawah umur pengguna 

kendaraan bermotor, dilaksanakan di 

Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan narasumber Bapak Harsono selaku 

hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil 

penelitian atau wawancara dengan 

narasumber terkait dengan sanksi pidana 

terhadap orang tua yang memberikan izin 

kepada anak di bawah umur pengguna 

kendaraan bermotor.  

      Menurut narasumber, tidak ada sanksi 

pidana yang diberikan kepada orang tua 

yang memberikan izin kepada anak untuk 

mengendarai kendaraan bermotor. 

Kemudian, menurut narasumber meskipun 

seorang anak dibawah umur yang tanpa hak, 

mengendarakan kendaraan bermotor 

kemudian terlibat dalam kecelakaan 

lalulintas yang mengakibatkan korban jiwa, 

seorang anak tersebut secara pertanggung 

jawaban pidana tidak dapat digantikan oleh 

orang tuanya ataupun walinya yang 

memberikan izin atas dirinya untuk 

mengendarakan kendaraan bermotor. Pada 

prinsipnya menurut narasumber, secara 

pertanggungjawaban pidana tidak dikenal 

dengan adanya vicarious liability atau 
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pertanggung jawaban pengganti bagi anak, 

karena perbuatannya mengendarai kendaan 

bermotor dan terlibat kecelakaan lalulintas 

yang menimbulkan korban. 

       Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tatang Perlindungan Anak Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 23  yang 

menyatakan, negara, pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin perlindungan 

pemeliharaan dan kesejahteraan anak 

dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

orang tua, wali, atau orang lain yang secara 

hukum bertanggung jawab terhadap anak. 

       Berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk mengasuh, memelihara, 

mendidik, melindungi anak, menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan bakat dan minatnya, 

memberikan pendidikan karakter dan 

penanaman nilai budi pekerti pada anak. 

Dari penjelasan Pasal 23 dan 26 diatas, 

menurut narasumber tidak ada ketentuan 

yang menyatakan bahwasanya orang tua 

dapat menggantikan peran anak dalam 

pertanggung jawaban hukum secara hukum 

pidana dan tidak ada aturan pidana dalam 

undang-undang tersebut yang menyatakan 

orang tua dapat dipidana. 

       Orang tua hanya mendampingi anak 

yang berkonflik dengan hukum, namun 

secara pertanggung jawaban secara hukum 

Perdata itu adalah mutlak beralih ke orang 

tua, karena secara keperdaatan pasti 

menyangkut tentang materi atau nilai riil 

dengan jumlah yang bisa disebutkan dalam 

nilai nominal mata uang. Maka secara 

keperdataan dapat berpindah langsung 

secara mutlak ke orang tua, karena anak 

dianggap belum mempunyai kemampuan 

untuk membayar ganti rugi. Sedangkan 

dalam pertanggung jawabannya secara 

hukum Pidana tidak mutlak pertanggung 

jawaban berpindah ke orang tua, karena 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Pasal 3 butir j tentang hak anak yang 

berada dalam proses peradilan pidana itu 

berhak mendapat pendampingan orang tua, 

dan hanya pada tahapan pendampingan saja 

dan bukan menggantikan posisi anak 

tersebut untuk menggantikan posisi anak 

dalam mempertanggungjawabkan 

pertanggung jawaban pidananya. 

Sebagaimana, yang dijelaskan pada Pasal 3 

butir j tersebut, hanya pada tahapan Diversi 

saja. Proses diversi dilakukan dengan 

melakukan musyawarah yang melibatkan 

orang tuanya dengan korban atau orang tua 

walinya, kemudian pembimbing 

kemasyarakatan dan pekerja sosial 

profesional.  

       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 

32, yang menyatakan bila orang tua 

memberikan jaminan terhadap anak, bahwa 

anak tidak akan melarikan diri, merusak 

barang bukti, dan tau tidak akan mengulangi 

tindak pidana. Kesimpulannya adalah 

pertanggung jawaban secara Pidana adalah 

tidak mutlak, keterlibatan orang tua terjadi 

hanya ketika didiversi saja, dan anak akan 

tetap mempertanggung jawabkan 

perbuatannya sendiri bila proses Diversi 

tidak dapat terlaksana. 

       Menurut hemat penulis, sebagaimana 

yang telah dijelaskan oleh narasumber 

mengenai tanggung jawab secara 

keperdataan dapat beralih langsung ke orang 

tua, sudah sesuai dengan Pasal 1367 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan bahwa “Seseorang tidak saja 

bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga 

untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya 

atau disebabkan oleh barang-barang yang 

berada dibawah pengawasannya. Orang tua 

dan wali bertanggung jawab tentang 

kerugian yang disebabkan oleh anak-anak 

belum dewasa yang tinggal pada mereka dan 

terhadap siapa mereka melakukan 

kekuasaan orang tua atau wali.” 

Pertanggung jawaban secara keperdataan 

dalam Pasal 1367 tersebut, dikarenakan 

adanya Pasal 299 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang menyatakan 

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-

tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap 

bernaung dibawah kekuasaan mereka, 
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sekadar mereka tidak dibebaskan atau 

dipecat dari kekuasaan itu. 

       Menurut hemat penulis, yang dijelaskan 

oleh narasumber dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak  Pasal 23 dan Pasal 26, penulis 

sependapat dengan pendapat yang 

dinyatakan oleh narasumber. Tidak ada 

ketentuan pidana yang mengikat tentang 

pertanggungjawaban pengganti secara 

hukum pidana oleh orang tua untuk anaknya 

yang masuk dalam kategori anak yang 

berkonflik dengan hukum. Sejalan dengan 

pendapat narasumber tersebut, menurut 

hemat penulis pendapat narasumber dalam 

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 32, yang menyatakan bila 

orang tua memberikan jaminan terhadap 

anak, bahwa anak tidak akan melarikan diri, 

merusak barang bukti, dan atau tidak akan 

mengulangi tindak pidananya, sudah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 32. 

 

2. Kepolisian Resor Kota Besar Daerah Kota  

Yogyakarta 

       Penelitian tentang sanksi pidana terhadap 

orang tua yang memberikan izin kepada anak di 

bawah umur pengguna kendaraan bermotor, 

dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar 

Yogyakarta. Penelitian di Kepolisian Resot 

Kota Besar Yogyakarta, dilaksanakan di Kantor 

Unit: 

a.  KANIT DIKYAKSA 

       KANIT DIKYAKSA (Kepala Unit 

Pendidikan dan Rekayasa) atau Zebra 8 yang 

diwakili oleh IPTU. Marija, KANIT 

DIKYAKSA yang bertugas untuk 

melaksanakan KAMSELTIBCARLANTAS 

(Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan 

Kelancaran Lalu Lintas). Narasumber 

berpendapat bahwasanya, peran orang tua 

dalam memberikan fasilitas kepada anak, 

untuk mengakses atau menggunakan 

kendaraan bermotor adalah merupakan izin 

yang diberikan oleh orang tua kepada anak. 

Orang tua, seharusnya mengerti akan adanya 

peraturan yang menyatakan anak dibawah 

umur atau belum berumur 17 tahun belum 

mempunyai hak untuk mengendarai 

kendaraan bermotor. KANIT DIKYAKSA, 

selama ini telah memberikan penyuluhan 

terkait dengan usia batas minimum untuk 

dapat mengendarai kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor, seperti yang 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ketentuan Pasal 81 ayat (2) 

huruf a. Menurut narasumber berkaitan 

dengan terdapatnya anak yang membawa 

kendaraan bermotor dengan sepengetahuan 

orang tuanya dan atau atas izin orang tuanya, 

sebenarnya sudah melalaikan tugas orang 

tua, yaitu mendidik anak yang baik dan 

benar. 

       Menurut hemat penulis, pendapat 

narasumber mengenai peran orang tua dalam 

memberikan fasilitas kepada anak untuk 

mengakses atau menggunakan kendaraan 

bermotor adalah merupakan izin yang 

diberikan oleh orang tua kepada anak, sudah 

sesuai dengan pendapat penulis. Menurut 

pendapat narasumber mengenai Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat (2) 

huruf a, tentang persyaratan minimum umur 

17 tahun, untuk mendapatkan hak 

mengendarai atau mengemudikan kendaraan 

bermotor, menurut penulis sudah sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Pasal 81 ayat (2) huruf a.  

       Menurut pendapat narasumber 

“Berkaitan dengan terdapatnya anak yang 

membawa kendaraan bermotor dengan 

sepengetahuan orang tuanya dan atau atas 

izin orang tuanya, sudah melalaikan tugas 

orang tua, yaitu mendidik anak yang baik 

dan benar”, penulis sependapat dengan 

narasumber karena dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan 

Pasal 26 ayat (1) huruf a tentang kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua, untuk 

mengasuh, memelihara, mendidik dan 
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melindungi anak. Menurut hemat penulis 

ketentuan yang terdapat pada Pasal 26 

tersebut hanya bersifat normatif saja, dan 

tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai 

sanksi yang diberikan kepada orang tua 

terkait dengan pasal tersebut. 

b.  KANIT TURJAWALI 

       Kepala Unit Pengaturan Penjagaan 

Pengawalan dan Patroli atau Zebra 6, yang 

diwakili oleh Iptu. Agus. Narasumber 

berpendapat bahwasanya, pengaruh peran 

orang tua dalam memberikan izin kepada 

anak untuk menggunakan kendaran 

bermotor sangatlah penting. Hal tersebut 

dapat dilihat dari Data Pelanggaran dari 

tahun 2014 yaitu berdasarkan rentang usia 0-

15 tahun terdapat 598 Pelanggaran, tahun 

2015 terdapat 1823 pelanggaran, dan tahun 

2016 dari bulan Januari hingga Oktober 

berjumlah 3324 pelanggaran. Data yang ada 

dapat dilihat, terjadi peningkatan yang 

sangat tinggi terhadap jumlah penggunaan 

kendaraan bermotor khususnya kendaraan 

bermotor oleh anak dibawah umur, yang 

belum mempunyai hak menurut hukum 

untuk mengendarai kendaraan bermotor. 

Menurut narasumber, seharusnya orang tua 

mengerti dengan risiko hukum dan 

keselamatan jika anak mengendarai 

kendaraan bermotor. Narasumber 

berasalasan pada dasarnya anak-anak belum 

siap secara mental untuk mengendarai 

kendaraan bermotor dengan baik, agar tidak 

membahayakan dirinya dan pengguna jalan. 

       Menurut hemat penulis, berdasarkan 

data yang diberikan oleh narasumber 

tersebut, dapat menunjukkan peran orang tua 

yang tidak mendidik anak dengan baik. 

Seharusnya orang tua memberikan 

pendidikan dengan baik, karena terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) butir a 

yang menyatakan orang tua wajib untuk 

mendidik anak dan melindungi anak, agar 

tidak berperilaku yang tidak baik dan tidak 

melakukan pelanggaran terhadap norma 

hukum. 

 

c.  KANIT LAKA LANTAS 

       KANIT LAKA LANTAS adalah 

Kepala Unit Laka atau Zebra 7, yang 

diwakili oleh Bripka. Taufik. Narasumber 

berpendapat bila orang tua lalai dalam 

mendidik anak, maka akan berakibat fatal. 

Berkaitan  anak menggunakan kendaraan 

bermotor khususnya sepeda motor menjadi 

pihak yang bersalah dalam kecelakaan lalu 

lintas, orang tua akan dilibatkan dalam 

pendampingan. Pendampingan yang 

dimaksud adalah ketika dilakukan 

pemrosesan kasus LAKA LANTAS yang 

menjadikan anak sebagai pelakunya, namun 

hanya sebatas untuk mendampingi. Anak 

yang terlibat anak kecelakaan lalu lintas 

memang diutamakan untuk 

menyelesaikannya di luar jalur hukum atau 

kekeluargaan, bila tidak dapat diselesaikan 

melalui jalur kekeluargaan maka akan 

dilanjutkan melalui jalur hukum. Data 

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-

anak pada tahun 2015 rentang umur 0-4 

terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas 

dengan menderita luka ringan, rentang umur 

5-9 terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas 

dengan menderita luka ringan, rentang umur 

10-14 tahun terjadi 20 kasus kecelakaan lalu 

lintas dengan menderita luka ringan. Tahun 

2016 dari bulan Januari sampai bulan 

November tanggal 1 sampai tanggal 14, 

rentang rentang umur 0-4 terdapat 4 kasus 

kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka 

ringan, rentang umur 5-9 terdapat 9 kasus 

kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka 

ringan, rentang umur 10-14 tahun terjadi 23 

kasus kecelakaan lalu lintas dengan 

menderita luka ringan. 

       Menurut hemat penulis, pendapat 

narasumber sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf 

j yaitu anak yang berkonflik dengan hukum 

dapat didampingi orang tua. Kemudian 

berdasarkan data yang diberikan 

narasumber, penulis berpendapat naiknya 

kasus kecelakaan yang melibatkan anak 

adalah sebagai akibat dari kelalaian orang 

tua karena tidak mendidik anak dengan baik.  
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4. KESIMPULAN  

       Berdasarkan pembahasan dan hasil 

penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapatnya pengaturan yang berkaitan dengan 

pemberian sanksi pidana terhadap orang tua 

yang memberikan izin kepada anak di bawah 

umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. 

Orang tua hanya bertanggung jawab sebagai 

pendamping anak dalam kaitannya anak yang 

berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan 

hukum pidana, orang tua tidak dapat 

menggantikan sanksi pidana yang diberikan 

kepada anak, karena pada dasarnya hukum 

pidana tidak mengenal vicarious liability atau 

pertanggung jawaban pengganti bagi anak. 
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